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DPR Masih Lanjutkan
Revisi UU Pilkada

Rencana DPR merevisi Ul Pilkada untuk mempercepat jadwal Pilkada Serentak Nasional 2024
masih akan berlanjut meski Mahkamah Konstitusi melarangnya.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan
Perwakilan Hakyat atau DPPH
belum berencana mencabut
revisi  Undang-Undang No-
maor 10 Tahun 2006 tentang
Pemilihun  Kepala  Thaerah
yvang bertujuan untuk mema-

jukan jadwal Pemilihan Ke-

pala Daerah atan Pilkada Se-
rentak Nasional 2024, Putus
an Mahlamah  Konstitusi
yang memerintahkan agar pil-
kada tetap dilaksanakan se-
suai jadwal, yakni pada No-
vember 2024, mazgih akan di-
kaji

Eetua Badan Legislasi (Ba-
leg) DPR Supratman Andi Ag-
tas mengatakan, revisi T No
1042016 tentang Pilkada ma-
sili b suai dengan
prosedir. Novembe 1, DPR
telah menyepakati revisi UU
Pilkada yang bertujuan untuk
menujukan  Jadwal  pilkada
dari November ke September
2024, menjadi mncangan un-
dang-undang (RULU) usul ini-
siatif DIPH. Usulan tersebut

juga sudah disampaikan ke-

puada pihuk pemerintah,

TSaab ini kami masih me-
nunggn surpres (sural presi-
den) dan DIM {daftar inven
Larisasi masalal) pemerintah.
Tran akan berkoordinasi de-
ngan pimpinan DPR dan frak-
si-fraksi” kata Supratman, Se
nin (4/3/2024), di Jakarta

la tidak memungkiri P'u-
tusan MK Nomor
12/PUU-XXIL 2024 vang di-
bacakan pada 29 Februari lalo
memuat  larangan  untuk
mengubab jadwal  Pilkada
2004, Akan telapi, pulusan

tersebut masih akan dibahas
dilingkup internal Baleg DI'R.
“"Kami akan melihat putusan
ME dulu, apakah itu (larangan
mengubah  jadwal - Pilkada
20024} amar putusan atau ba-
wiimana,” kata Supratman,

Ta pun me tikan, pem-
hahasan putusan MIC akan di-
ladeukan s Hawi ini (5/5),
DER kembali memasuki masa
persidangan setelah reses se-
Jak awal Februari 2024,

Politisi Partai Gerindra itu
tidak membantsh bahwa di
DER belum ada pembicaraan
untuk membatalkan revisi LU
Pilkada. Tidak hanya di Baleg,
pembahasan juga helum ada
di - sejumlah fraksi  partai
di TPR. salah satunya Ge-
rind s "Kami masih menung-
gu arahan pimpinan fraksi”
LCapiyi.

Lain halnya dengan Gerin-
dra. Partai Kebangkitan Bang-
si (PEB) telah membahas soal
putusan MK tersebut, “Kami
perlu respons cepat karena
situasinya DPR beberapa wak-
tu lulu sudah menginisiasi re-
visi terkail T Pilkada
salah satu substansima ye
sudaly disepakati oleh DPR
adalal memajukan jadwal pil-
kadda Sikap PKE Nasdem, dan
PES (Partai Keadilan Sejah-
tera) pada posisi tak setuju
dimajukannya pilkada ke Sep-
tember,” kata Wakil Sekretaris
Jenderal PRE Syaiful Huda
saat jumpa pers di Gedung
DFP PEE, Jakarta, Senin.

Final dan mengikat

Ta mengingalkan  bahwa

putusan MK terkait jadwal
Pilkada 2024 sudah fina dan
mengikat, Dengan demikian, pu-
tusan MK sudah menjadi lan-
dazan hukum baro sehingga Hi-
dak hisa ada upava lain untuk
menggugurkannya, Artinya,
usulan revisi TTTT Pilkada untok
mempernepal  jadwal - pilkada
yang diajukan DPR tersebut ha
rus dicabut.

Meski demikian, anggota DPR
dari Fraksi PKE ini belum tahu
apakah revisi UL Pilkada akan
dilanjutkan atau tidak Kelan-

jutan pembahasan revisi menan-

ti dimulainya kembali masa si-
dang DR

"Kita menunggn hasil rapat
Badan Musyawarah DPR. Saya
idak tahu persis, apakab juga
terkail  dengan  opsi
pemberhentian atan revisi UU
Pilkada dilanjutkan. Namun sta-
tusnya harl ini pada posisi me-
nunggu DIM (daftar inventari-
sisl masnlah) pemerintah,” tam-
bahnya

Kompas telah mencoba me-
nanyakian sikap pemerintah ter-
hadap  Putusan ME  Nomor
12PIM-XXTT 20084 yang mun-
cul di tengah rencana revisi UTT
Pilkada kepada Pelaksana Ha
rian Kepala Pusal Penerangan
Kementerian - Dalam  Negeri
Yudia Ramli Namun, Yudia ti-
dak  menjawab pertanyaan
yang disampaikan melalul pesan
singhat. Yudia juga tak me-
respons panggilan telepon dari
Kompas.

Akhir Februari lalu, MK me-
nigeluarkan putusan atas perkara
uji materi UTT Pilkada melalui
siclang yang dipimpin Ketua ME

Subartovo, Dalam putusan yvang
dibacakan oleh Hakim Konsti-
tusi Daniel Yusmic P Foekh,
MK menegaskan bahwa pilkada
harus digelar sesuai dengan jad-
wal yang  sudah  ditetapkan,
yakni pada November 2024, Pe-
negazan dimaksud  disampai-
kan dalam bagian pertimbangan
Putusan MK Nomor 12/PUU
XXTI 2024,

MK menilai, pengubahan jad-
wal pilkada dapat mengganggu
dan mengancam konstitusiona-
litas penyelenggaraan pilkadase-
rentale Pilkada pun harus di-
laksanakan secura konsisten un-
tuk menghindan tumpang tindih
tuhapan krusial Pilkada 20024 de-
ngan tahapan Pemilu 2024 yang
Juga belum tuntas. ME juga me-
an bahwa penting unluk
mengikuti jadwal pilkada scren-
tak yang telah ditegas dalaim
Pasal 201 Ayat (8) UU Pilkada
vakni dilaksanakan pada No-
vember 2024,

Selain  disebut  dalam  UU
lilkada dan diperkuat oleh pu-
tusan MK, Komisi Pemilihan
Umum jugs telah menetapkan
pemungutan - suara Pilkada
20024 pada 27 November men-
datang. Hal ini tertera dalam
Peraturnn - KPU (PEPLT) No
2024 tentang Tahapan  dan
Jadwal  Pemilihan  Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota
dan Wakil Wali Kota ‘Fahun
2024,

Ganggu tahapan
Direktur Eksekutif Perkum-

pulan untuk Pemilu dan De-
maokrasi (Perludem) Khoirunni-

sa Nur Agustyati mengingatkan
bahwa putusan MK bersifat final
dan mengikat, Oleh karena itu,
menurut dia, putuzan MK yang
melirang  pengubshan jadwal
Pilkada 2024 seharusnya dipa-
tuhi  oleh  pembentuk  un-
dang-undang, yakni pemeriniah
ddan DPR,

In menambahkan, salah satu
pertimbangan. MK untuk me
merintahkan pilkada  serentak
tetap diselenggarakan pada No-
vember 2024 adalah terkait de-
ngan  kesiapan  penyelenggara
pemilu. Saat ini KPU telah me-
nyviapkan tahapan dan program
untuk menggelar pilkada pada
Nowvember.

Jika jadwal diubah melalui re-
visi  [T7 Pilkada, tambahinya,
akan ada perubahan di tengah
masih berjalannya tahapan Pe-
milu 2024, Oleh kavena it pe
nvelenggaraan pilkada dan pe-
milu berpotensi tumpang tin-
dih.

“Implikasinya adalah tahapan
pilkada akan dimula lebih awal,
sementara saat ini penyeleny-
gara pemilu musih disibukkan
dengan tahapan pemilu nasional
yang belum selesai” ujar Khoi-
runnisa.

Tak hanya itu, menurut Khoi-
runnisa, implikasi terhadap pe-
milih juga perlu dipertimbang-
kan. Selama ini tingkat parti
sipasi pemilih terhadap pilkada
umumnya  lebih rendah  ke-
timbang pemilu. “Ini perlu jadi
pertimbangan juga karena bisa
jadi pemilih hosan kalaw jarak-
nya (pilkada) terlalu dekat de-
ngan pemilu,” katanya

(NIATAT)
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